BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA O\

BUPATI TULUNGAGUNG, O

*

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan k t@n Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor %Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah d 104 ayat (1} Peraturan
Pemerintah Nomor 1 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daer %Mang Anggaran Pendapatan dan
D) Tahun Anggaran 2022 kepada
Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperole tujuan bersama;

gan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pend dan Belanja Daerah yang diajukan
&u ana dimaksud pada huruf a, merupakan
petpujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

02022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

a ‘ E c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Q) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355j);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 10),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20\‘u entang

Perimbangan Keuangan Antara Pemeri sat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara lik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambah mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 T. 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daer: aran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 m 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indon or 5049);

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pegat Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republ donesia Tahun 2012 Nomor 28,

Tambahan an Negara Republik Indonesia Nomor

5234), seba ana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor, 1 ahun 2019 (Lembaran Negara Republik

Indo W‘ahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
@Zepubﬁk Indonesia Nomor 6398);

9. &ng—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

U'g
Q€

11.

emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

20.

21.
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4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, ter engan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Té 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerin J{Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2 or 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik I ia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah o 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Peng Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran epublik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tam‘th1 baran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan P Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dministrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakil akyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indongdig Fahun 2017 Nomor 106);

P, u Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
elolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

eraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630);

@Lndonesia Tahun 2019 Nomor 42);

\Q?‘

19.
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24,
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Neg epublik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); a@
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ﬁmun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran ddapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran erita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tu gung Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Ke Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulunga un 2020 Nomor 03 Seri
E);

Peraturan Daerah Kab@p
2021 tentang Pem
Daerah Kabupa

E); E

n Tulungagung Nomor 8 Tahun
Dana Cadangan (Lembaran
ungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri

Den ersetujuan Bersama
DEWAN,PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PATEN TULUNGAGUNG

/& dan
: . BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Mene : : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

O

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Bupati adalah Bupati Tulungagung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

1.

2.
3.
4.

Tulungagung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.



5

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiay:. daerah.
APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.2.683.713.753.391,0 triliun
enam ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta.t jubMratus lima
puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) terdi & pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rinc - ebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah 0.308.713.753.391,00
2. Belanja Daerah v 2.666.839.183.703,00
Surplus / (Defisit) S (158.125.430.312,00)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 175.000.00g:

b. Pengeluaran  Rp. 16.874,56 ,00
Pembiayaan Netto v o Rp.  158.125.430.312,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggar: % Rp. 0,00
Tahun Berkenaan 6

0\/ Pasal 3

Pendapatan Daerah diréehcanakan sebesar Rp. 2.508.713.753.391,00 (dua triliun
lima ratus dela ilyar tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga

ribu tiga ratus? puluh satu rupiah), yang bersumber dari:
a. penda sh daerah;

b. pe @ : transfer; dan
c. \ in pendapatan daerah yang sah.
Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 498.728.604.391,00 (empat ratus sembilan puluh
delapan milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu tiga
ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.




(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)
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Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 106.050.600.000,00 (seratus enam milyar lima puluh juta enam
ratus ribu rupiah).

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 19.765.070.500,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh
lima juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 6.366.563.191,00 (enam milyar
tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus
sembilan puluh satu rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 366.546.370.700,00 (tiga S enam
puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratu @ puluh

ribu tujuh ratus rupiah). O

Pasal 5 O

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud S Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp. 2.009.985.149.000 a triliun sembilan milyar
sembilan ratus delapan puluh lima juta se@ mpat puluh sembilan ribu
rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pugat;

b. Pendapatan transfer antar daer §“

Pendapatan transfer pemerin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebe .897.931.821.000,00 (satu triliun delapan
ratus sembilan puluh tu% ilyar sembilan ratus tiga puluh satu juta
delapan ratus dua pulul sa bu rupiah).

Pendapatan transfer aerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan € Rp. 112.053.328.000,00 (seratus dua belas milyar
lima puluh tiga jl&a ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

.

Pasal 6

AnggarQ ‘g eianja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp.

39.183.703,00 (dua triliun enam ratus enam puluh enam milyar

dela ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh
ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.

b.
c.
d

(1)

belanja operasi;

belanja modal;

belanja tidak terduga; dan
belanja transfer.

Pasal 7

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.955.372.006.467,00 (satu triliun sembilan ratus
lima puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ribu empat ratus
enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:



(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 1.230.153.382.306,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh milyar
seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus
enam rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat uruf b
direncanakan sebesar Rp. 618.239.328.961,00 (enam ratus dxl belas
milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua p délapan ribu
sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l@ e direncanakan
sebesar Rp. 78.088.274.700,00 (tujuh puluh dele:@m’ ar delapan puluh

*

delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tuj us rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dim pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp. 28.891.020.50Q,0 ua puluh delapan milyar

delapan ratus sembilan puluh satu juta h ribu lima ratus rupiah).
<l

Anggaran belanja modal se imana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

direncanakan sebesar Rp. 399.902.536,00 (dua ratus delapan puluh

empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua
ribu lima ratus tiga uwlam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja mod ;

b. belanja modal p&ralatan dan mesin;

c. belanja iodal gedung dan bangunan;

d. belanj odal jalan, jaringan, dan irigasi,;

e. b@dal aset tetap lainnya; dan

f. 6 ja modal aset lainnya.

ja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
canakan sebesar Rp. 19.895.631.000,00 (sembilan belas milyar delapan
ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.211.528.886,00 (seratus milyar dua
ratus sebelas juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan
puluh enam rupiah).

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 79.262.231.150,00 (tujuh puluh sembilan
milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus
lima puluh rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 73.692.229,00 (tujuh puluh tiga juta
enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
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(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 11.305.692.500,00 (sebelas milyar tiga ratus lima
juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 32.590.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus
sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c
direncanakan sebesar Rp. 32.809.150.000,00 (tiga puluh dua milyar delapan
ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas bglapja tidak

terduga. \
Pasal 10 O §

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksu alg?Pasal 6 huruf d
direncanakan sebesar Rp. 394.258.124.700,00 a” fatus sembilan puluh
empat milyar dua ratus lima puluh delapan j ratus dua puluh empat
ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana di pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 12.355.957.700,00 las milyar tiga ratus lima puluh lima
juta sembilan ratus lima pulu ribu tujuh ratus rupiah).

(3) Belanja bantuan keuang; gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. ¥902.167.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu
milyar sembilan ratus l&dta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

& Pasal 11

Anggaran Pe Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp. 158.123.430.312,00 (seratus lima puluh delapan milyar seratus dua puluh

lima ju at ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri

atas;
a. imaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.
Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a direncanakan sebesar Rp. 175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh
lima milyar rupiah), yang terdiri atas:

sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

pencairan dana cadangan,;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

penerimaan pinjaman daerah;

penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

o a0 o
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f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.175.000.000.000,00
(seratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.874.569.688,00 (enam belas milyar
delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu

enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan; \O

b. penyertaan modal daerah;

c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; O ®

d. pemberian pinjaman daerah; dan @

e ntuan peraturan

perundang-undangan;, )

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana di
direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00
(3) Penyertaan modal daerah sebagaiman i sud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 6.874.569.68 enam milyar delapan ratus tujuh
puluh empat juta lima ratus ena@ sembilan ribu enam ratus delapan

puluh delapan rupiah).
0 asal 14

(1) Selisih antara anggaram apatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan tgfjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.158.125.430.312)
(minus seratus lima“guluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta empat

pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai den@

pada ayat (1) huruf a
luh milyar rupiah).

ratus tiga pu ibu tiga ratus dua belas rupiah).
(2) Pembiayaa: yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengelu pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 158.125.430.312,00

(se ma puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus
V% uh ribu tiga ratus dua belas rupiah).

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022.

(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan setelah
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dalam hal
Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, pengeluaran tersebut disampaikan dalam realisasi anggaran.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Pasal 15
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a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan bulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/a r;.&yarakat.
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Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2022 se a dimaksud dalam

Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang meru tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Dﬂ@(asi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD iklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Da: an Organisasi;

3. LampiranIll  Rincian APBD @.mlt Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, , Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pen , Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekap‘w lanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
O q@ > Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub

&%D Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Re‘ itulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan

Qeterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Langpipe Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. lAmpiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD

" dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII  Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

13. Lampiran XIIf Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

14. Lampiran XIV  Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multi years);

15. Lampiran XV  Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVl Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung.

pada tanggal 28Desember 2021
BUPATI

Ditetapkan d%@@ng

GUNG,

LU
)

Diundangkan di Tulungagung

Drs. SUKAJI, M.Si 0\/
Pembina Utama Maqg&
NIP. 19640119 198508 ™ 003

*

Lembaran Da@~ bupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A

NORQEbTURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 311-10/2021

%




